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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Kapan perusahaan berdiri? 

 Sejak bulan Juni 2020. 

2. Bagaimana latar belakang perusahaan? 

 Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang belum memahami perpajakan, sehingga membuat CV. 

Buana Raya Konsultama berusaha memberikan konsultasi dan pelayanan 

yang terbaik sebagai bentuk pengabdian dalam membangun bangsa 

melalui pajak. 

3. Apa visi dan misi perusahaan? 

 Visi: Menyediakan jasa konsultasi pajak yang profesional dan berkualitas 

kepada klien secara konsisten. 

 Misi: 

1) Memberikan jasa konsultasi Pajak yang dapat membantu 

menyelesaikan kasus/permasalahan pajak klien secara tepat, 

komprehensif dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 

2) Memberikan layanan jasa berkualitas dengan tarif sesuai dengan 

kondisi klien. 

4. Bagaimana struktur organisasi perusahaan? 

  

 

Direktur

HRD
Managing 
Partner

Supervisor Tax Consultant

Senior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Senior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Senior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Senior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Junior Tax 
Consultant

Finance 
Staff
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B. Rekrutmen Karyawan 

1. Apakah kesempatan kerja di perusahaan terbuka untuk semua orang? 

 Ya, tetapi lebih diutamakan yang memiliki background accounting dan 

perpajakan. 

2. Bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan di perusahaan? 

 Dapat mengirimkan CV melalui email atau datang ke perusahaan, lalu 

dilakukan test kemampuan dasar dan interview. 

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan dalam proses 

rekrutmen? 

 Memiliki sertifikasi brevet.  

 Dapat bekerja sama dalam team. 

 Bersedia mobile. 

4. Apakah persyaratan tersebut diinformasikan secara tegas kepada calon 

karyawan?  

 Ya 

5. Sumber-sumber tenaga kerja apa saja yang digunakan perusahaan dalam 

penarikan karyawan? 

a. Jika menggunakan sumber eksternal perusahaan, melalui apa? 

 Media sosial 

b. Jika menggunakan sumber internal perusahaan, melalui apa? 

 Teman-teman dan relasi usaha 

6. Apa saja bentuk tes yang diberikan perusahaan kepada calon karyawan? 

 Akuntansi, perpajakan dan psikotes. 

7. Apakah bentuk tes yang diberikan perusahaan kepada calon karyawan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan dan/atau diinformasikan? 

 Ya 

8. Apa saja media yang digunakan pada saat proses rekrutmen? 

 Instagram, Whatsapp 

9. Apakah media yang digunakan pada saat rekrutmen berlangsung sangat 

memadai? 

 Ya 

10. Apakah proses seleksi telah memberikan kesempatan yang sama kepada para 

pelamar? 

 Ya 

11. Apakah peraturan dan kebijakan perusahaan telah disampaikan dengan baik 

saat rekrutmen calon karyawan? 
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 Ya 

12. Apakah ada perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dan karyawan? 

 Ya 

13. Apakah penempatan kayawan telah sesuai dengan kemampuan dan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan? 

 Ya 

14. Apakah karyawan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas setelah 

ditempatkan?  

 Tergantung dari masing-masing pribadi karyawan 

15. Bagaimana solusi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kesulitan 

tersebut? 

 Berusaha mencarikan solusi untuk karyawan tersebut dengan 

mengadakan briefing dan seminar 

 

C. Pelatihan dan Pengembangan 

1. Apakah pelatihan karyawan diikuti oleh karyawan yang memang 

membutuhkan pelatihan? 

 Ya 

2. Berdasarkan apa perusahaan menentukan karyawan membutuhkan pelatihan? 

 Pelatihan ini kami berikan kepada seluruh karyawan. 

3. Apakah pelatihan karyawan dilakukan secara rutin dan berkala? 

 Ya dilakukan seminggu sekali 

4. Bagaimana metode yang digunakan dalam program pelatihan? 

 Presentasi dan pembahasan materi bersama 

5. Apakah metode pelatihan yang digunakan sesuai dengan keterampilan yang 

dibutuhkan karyawan? 

 Ya, yaitu dengan seminar dan pembahasan secara berkelompok. 

6. Apakah setelah mengikuti pelatihan: 

a. keterampilan karyawan meningkat? 

 Ya 

b. kemampuan melayani dan berkomunikasi meningkat? 

 Ya 

c. produktivitas karyawan meningkat? 

 Ya 

7. Apakah perusahaan memiliki program pengembangan karir yang jelas untuk 

seluruh karyawan? 
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 Ya, kami akan mengikutkan karyawan kami yang berpotensi untuk 

mengambil sertifikasi ujian negara, yaitu Ujian Sertifikasi Konsultan 

Pajak (USKP). 

 

D. Penilaian Kinerja 

1. Apakah perusahaan memiliki program penilaian kinerja untuk setiap 

karyawan? 

 Ya 

2. Siapakah yang melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan? 

 Team HRD 

3. Bagaimana perusahaan melakukan penilaian kerja terhadap karyawan? 

 Dengan me-review hasil pekerjaan karyawan dan cara karyawan meng-

handle permasalahan klien 

4. Apakah program penilaian kinerja karyawan terdokumentasi dengan baik? 

 Ya 

5. Apakah perusahaan menetapkan standar kerja untuk karyawan? Jika iya, 

bagaimana standarnya? 

 Ya, karyawan harus selalu mengupdate pengetahuannya dengan 

peraturan perpajakan yang sedang berlaku 

6. Apakah standar penilaian yang digunakan telah ditetapkan dan disampaikan 

ke pada karyawan terlebih dahulu? 

 Ya 

7. Apakah penilaian kinerja menggunakan instrumen penilaian yang tepat? 

 Ya 

8. Apakah perusahaan membuat deskripsi kerja yang dijalani oleh karyawan? 

 Ya 

9. Apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-

masing? 

 Sejauh ini sudah sesuai 

10. Apakah ada perangkapan jabatan pada karyawan? 

 Tidak 

11. Apakah karyawan memanfaatkan waktu kerja dengan baik untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan? 

 Ya 

12. Apakah komunikasi antar karyawan dengan atasan maupun rekan kerja 

terjalin dengan baik? 

 Ya 
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13. Apakah tingkat absensi karyawan rendah? 

 Ya, hanya untuk keperluan yang bersifat urgent. 

14. Apakah karyawan pulang sesuai dengan jam kantor, kecuali karena lembur? 

 Ya 

15. Apakah target yang diberikan perusahaan dapat tercapai oleh karyawan? 

 Ya 

 

E. Kesejahteraan Karyawan 

1. Apa saja kompensasi dan balas jasa yang diterima karyawan? 

 Kehadiran, transportasi, konsumsi dan bonus. 

2. Berdasarkan apakah kompensasi diberikan kepada karyawan? 

 Berdasarakan kinerja dan prestasi kerja 

3. Apakah gaji dan upah yang diberikan sesuai dengan: 

a. kinerja karyawan 

 Ya 

b. Peraturan Pemerintah 

 Ya 

4. Apakah perusahaan menyediakan perlindungan yang memadai bagi 

karyawan (baik finansial maupun nonfinansial)? 

 Ya 

5. Apakah perusahaan memberikan fasilitas dan/atau tunjangan transportasi 

bagi karyawan? 

 Ya 

6. Apakah perusahaan memberikan fasilitas dan jaminan kesehatan kepada 

karyawan? 

 Ya 

7. Apakah perusahaan memberikan jaminan keselamatan kepada karyawan? 

 Ya 

8. Apakah karyawan mendapatkan hak cuti kerja? 

 Ya, 1 bulan 1 hari kerja 

9. Apakah perusahaan telah menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat 

bagi karyawan? 

 Ya 

10. Apakah perusahaan memberikan bonus sesuai dengan prestasi kerja? 

 Ya 

11. Apakah kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan menarik dan 

memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan? 
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 Ya 

12. Apakah karyawan memiliki tingkat stres yang rendah dalam bekerja? 

 Sedang. Tidak tinggi dan tidak rendah 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memberikan semua jawaban dan keterangan 

dengan lengkap dan benar terkait dengan Manajemen Sumber Daya Manusia CV. 

Buana Raya Konsultama. 

 

Mengetahui 

 

Betsy Kinantra 

Direktur 

 

Sumber: 

1. Anisa, Pramudya Nur. 2016. “Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Umum Purbowangi 

Kabupaten Kebumen”.  

2. Bayangkara, IBK. 2017. Audit Manajemen: Prosedur Dan Implementasi. 

Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 

3. Budi, Aldila Ayuning. 2019. “Pengaruh Penilaian Kinerja dan Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta dengan Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel Intervening”. 

4. Hakim, Vika Velika. 2015. “Audit Manajemen Atas Fungsi Sumber Daya 

Manusia (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar)”. 

5. Rohmawati, Dina. 2014. “Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada PT 

Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) Cabang Palembang”. 

6. Sari, Indah Nindya. 2021. “Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

Menilai Efektivitas dan Efisiensi atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

pada PT Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB)”. 

7. Trisnawati, Arum. 2019. “Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Menilai Efektivitas Kinerja Karyawan Pada CV. Mitra Media Sejahtera”. 
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LAMPIRAN 2. Contoh Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Menilai Efektivitas Fungsi 

Rekrutmen, Pelatihan Dan Pengembangan, Penilaian Kinerja, dan 

Kesejahteraan Sumber Daya Manusia pada CV. Buana Raya Konsultama 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara membuat check list ( √ ) pada jawaban 

yang paling sesuai menurut anda: 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Keterangan 
Ya Tidak 

I. Rekrutmen Karyawan 

1. Apakah kesempatan kerja di perusahaan 

terbuka untuk semua orang? 

   

2. Apakah perusahaan memiliki dan 

menginformasikan secara tegas kriteria yang 

harus dipenuhi calon karyawan? 

   

3. Apakah bentuk tes yang diberikan perusahaan 

kepada calon karyawan sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan dan/atau 

diinformasikan? 

   

4. Apakah media yang digunakan pada saat 

rekrutmen berlangsung sangat memadai? 

   

5. Apakah proses seleksi telah memberikan 

kesempatan yang sama kepada para pelamar? 

   

6. Apakah peraturan dan kebijakan perusahaan 

telah disampaikan dengan baik saat 

rekrutmen calon karyawan? 

   

7. Apakah ada perjanjian kerja yang mengikat 

antara perusahaan dan karyawan? 

   

8. Apakah penempatan jabatan untuk karyawan 

telah sesuai dengan kemampuan dan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki 

karyawan? 

   

9. Apakah karyawan mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan tugas setelah 

ditempatkan? 

   



54 

 

II. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

1. Apakah pelatihan karyawan diikuti oleh 

karyawan yang memang membutuhkan 

pelatihan? 

   

2. Apakah pelatihan karyawan dilakukan secara 

rutin dan berkala? 

   

3. Apakah metode pelatihan yang digunakan 

sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan 

karyawan? 

   

4. Apakah pelatihan yang diadakan oleh 

perusahaan diikuti oleh karyawan dengan 

baik? 

   

5. Apakah karyawan memahami materi 

pelatihan yang diberikan? 

   

6. Apakah keterampilan dan kemampuan 

berkomunikasi dari karyawan meningkat 

setelah mengikuti pelatihan? 

   

7. Apakah produktivitas karyawan meningkat 

setelah mengikuti pelatihan? 

   

8. Apakah perusahaan memiliki program 

pengembangan karier yang jelas untuk 

seluruh karyawan? 

   

9. Apakah setiap karyawan memiliki 

kesempatan yang sama dalam 

mengembangkan karier? 

   

III. Penilaian Kinerja 

1. Apakah perusahaan memiliki program 

penilaian kinerja untuk setiap karyawan? 

   

2. Apakah program penilaian kinerja karyawan 

terdokumentasi dengan baik? 

   

3. Apakah perusahaan menetapkan standar kerja 

untuk karyawan? 

   

4. Apakah standar penilaian yang digunakan 

telah ditetapkan dan disampaikan ke pada 

karyawan terlebih dahulu? 

   

5. Apakah penilaian kinerja menggunakan 

instrumen penilaian yang tepat? 
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6. Apakah perusahaan membuat deskripsi kerja 

yang dijalani oleh karyawan? 

   

7. Apakah karyawan telah bekerja sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan masing-masing? 

   

8. Apakah ada perangkapan jabatan pada 

karyawan? 

   

9. Apakah karyawan memanfaatkan waktu kerja 

dengan baik untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan? 

   

10. Apakah komunikasi antar karyawan dengan 

atasan maupun rekan kerja terjalin dengan 

baik? 

   

11. Apakah tingkat absensi karyawan rendah?    

12. Apakah karyawan pulang sesuai dengan jam 

kantor, kecuali karena lembur? 

   

13. Apakah target yang diberikan perusahaan 

dapat tercapai oleh karyawan? 

   

IV. Kesejahteraan Karyawan 

1. Apakah gaji atau upah yang diberikan telah 

sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh 

karyawan? 

   

2. Apakah gaji atau upah yang diberikan telah 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah (UMR) 

yang berlaku? 

   

3. Apakah gaji atau upah yang diberikan 

perusahaan menarik dan memotivasi 

karyawan untuk mencapai tujuan 

perusahaan? 

   

4. Apakah perusahaan menyediakan 

perlindungan yang memadai bagi karyawan 

(baik finansial maupun nonfinansial)? 

   

5. Apakah perusahaan menyediakan fasilitas 

dan tempat kerja yang aman, nyaman, dan 

sehat bagi karyawan? 

   

6. Apakah perusahaan memberikan fasilitas 

dan/atau tunjangan transportasi bagi 

karyawan? 
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7. Apakah perusahaan memberikan fasilitas dan 

jaminan kesehatan kepada karyawan? 

   

8. Apakah perusahaan memberikan jaminan 

keselamatan kepada karyawan? 

   

9. Apakah karyawan mendapatkan hak cuti 

kerja? 

   

10. Apakah perusahaan memberikan bonus 

sesuai dengan prestasi kerja? 

   

11. Apakah tunjangan dan bonus yang diberikan 

perusahaan menarik dan memotivasi 

karyawan untuk mencapai tujuan 

perusahaan? 

   

12. Apakah karyawan memiliki tingkat stres yang 

rendah dalam bekerja? 

   

Sumber: 

1. Anisa, Pramudya Nur. 2016. “Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Umum Purbowangi 

Kabupaten Kebumen”.  

2. Bayangkara, IBK. 2017. Audit Manajemen: Prosedur Dan Implementasi. 

Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 

3. Budi, Aldila Ayuning. 2019. “Pengaruh Penilaian Kinerja dan Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta dengan Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel Intervening”. 

4. Hakim, Vika Velika. 2015. “Audit Manajemen Atas Fungsi Sumber Daya 

Manusia (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar)”. 

5. Rohmawati, Dina. 2014. “Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada PT 

Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) Cabang Palembang”. 

6. Sari, Indah Nindya. 2021. “Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

Menilai Efektivitas dan Efisiensi atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

pada PT Sahabat Inti Kurnia Abadi (SIKAB)”. 

7. Trisnawati, Arum. 2019. “Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Menilai Efektivitas Kinerja Karyawan Pada CV. Mitra Media Sejahtera”. 
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LAMPIRAN 3. Contoh Jawaban Kuesioner Via Google Form 
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LAMPIRAN 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari 

Perusahaan 
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LAMPIRAN 5. Kartu Bimbingan Skripsi 
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LAMPIRAN 6. Hasil Cek Anti Plagiasi Turnitin 
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LAMPIRAN 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

 

Dengan Persetujuan Bersama Antara: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN 

 

BAB III  

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 

Pasal 5 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan. 

 

Pasal 6 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi 

pengusaha. 

 

BAB V  

PELATIHAN KERJA  

Pasal 9 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, 

dan kesejahteraan. 

 

Pasal 10 
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(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan 

dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

(2) Pelatihan   kerja   diselenggarakan   berdasarkan   program   pelatihan   yang   

mengacu   pada   standar kompetensi kerja. 

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 11 

Setiap  tenaga  kerja  berhak  untuk  memperoleh  dan/atau  meningkatkan  dan/atau  

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja. 

 

Pasal 12 

(1) Pengusaha  bertanggung  jawab  atas  peningkatan  dan/atau  pengembangan  

kompetensi  pekerjanya melalui pelatihan kerja. 

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 

kerja dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 13 

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau 

lembaga pelatihan kerja swasta. 

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. 

 

Pasal 14 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau 

perorangan. 

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 
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(4) Ketentuan  mengenai  tata  cara  perizinan  dan  pendaftaran  lembaga  pelatihan  

kerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 15  

Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan; 

a. Tersedianya tenaga kepelatihan ; 

b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan ; 

c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan 

d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 

 

Pasal 16 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga 

pelatihan yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga 

akreditasi. 

(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen 

terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. 

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota 

dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, 

apabila di dalam pelaksanaannya ternyata; 

a. Tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9; dan/atau  

b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan 

berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Penghentian  sementara  pelaksanaan  penyelenggaraan  pelatihan  kerja  hanya  

dikenakan  terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15. 

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi 

dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 

sanksi penghentian program pelatihan. 
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(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan 

program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran 

penyelenggaraan pelatihan. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan 

izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 18 

(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 

pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintahan, 

lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui sertifikasi kompetensi kerja. 

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula 

diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional 

sertifikasi profesi yang independen. 

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 19 

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan 

memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang 

cacat yang bersangkutan. 

 

Pasal 20 

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 

ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang 

merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor. 

(2) Ketentuan   mengenai   bentuk,   mekanisme,   dan   kelembagaan   sistem   

pelatihan   kerja   nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 21 

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 

 

Pasal 22 
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(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta 

dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. 

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta 

jangka waktu pemagangan. 

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  dianggap  tidak  sah  dan  status  peserta  

berubah  menjadi  pekerja/buruh  perusahaan  yang bersangkutan. 

 

Pasal 23 

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan 

kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 

 

Pasal 24 

Pemagangan dapat dilaksakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan 

pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. 

 

Pasal 25 

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara 

pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

 

Pasal 26 

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan: 

a. Harkat dan martabat bangsa Indonesia; 

b. Penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 

c. Perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk 

melaksanakan ibadahnya. 

(2) Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat  menghentikan pelaksanaan  

pemagangan  di  luar  wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata 

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 27 
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(1) Menteri  dapat  mewajibkan  kepada  perusahaan  yang  memenuhi  persyaratan  

untuk  melaksanakan program pemagangan. 

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. 

 

Pasal 28 

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta 

melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga 

koordinasi pelatihan kerja nasional. 

(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

Pasal 29  

(1) Pemerintah   Pusat   dan/atau   Pemerintah   Daerah   melakukan   pembinaan   

pelatihan   kerja   dan pemagangan. 

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan 

relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja produktivitas. 

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

melalui pengembangan budaya  produktif,  etos  kerja,  teknologi,  dan  efisiensi  

kegiatan  ekonomi,  terwujudnya  produktivitas nasional. 

 

Pasal 30 

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) dibentuk lembaga produktivitas lembaga produktivitas yang bersifat nasional. 

(2) Lembaga  produktivitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbentuk  

jejaring  kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas 

sektor maupun daerah. 

(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional 

sebagaimana pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

BAB VI  

PENEMPATAN TENAGA KERJA 

Pasal 31 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang di dalam atau 

di luar negeri. 

 

Pasal 32 
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(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 

serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 

(2) Penempatan tenaga diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang 

tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan 

hukum. 

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sasuai dengan kebutuhan program 

nasional dan daerah. 

 

Pasal 33 

Penempatan tenaga kerja terdiri dari; 

a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan  

b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

 

Pasal 34 

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. 

 

Pasal 35 

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja 

yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. 

(2) Pelaksana  penempatan  tenaga  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

wajib  memberikan perlindungan sejak rekruitmen sampai penempatan tenaga 

kerja. 

(3) Pemberi  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  mempekerjakan  

tenaga  kerja  wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 

keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. 

 

Pasal 36 

(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.  

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur; 

a. Pencari kerja; 

b. Lowongan pekerjaan; 

c. Informasi pasar kerja; 

d. Mekanisme antar kerja; dan 

e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja . 
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(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk tewujudnya 

penempatan tenaga kerja. 

 

Pasal 37 

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) terdiri dari: 

a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan 

b. Lembaga swasta berbadan hukum. 

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf  b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki 

izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Pasal 38 

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 

(1) huruf a, dilarang memungut  biaya  penempatan,  baik  langsung  maupun  

tidak  langsung,  sebagian  atau  keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna 

tenaga kerja. 

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1) huruf  b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari 

pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. 

(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri. 

 

 

BAB VIII 

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

Pasal 39 

(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik 

di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan 

kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan 

untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja. 

(4) Lembaga kewangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha 

perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan   masyarakat 

yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. 
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Pasal 40 

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui  penciptaan 

kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan tepat guna. 

(2) Pencipta perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, 

penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan 

pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong 

terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

 

Pasal 41 

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan 

kerja. 

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk 

badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 

(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan 

koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam 

pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB IX 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 50 

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh. 

 

Pasal 51 

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 

Pasal 52 

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibatalkan. 

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 

 

Pasal 53 

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian 

kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 

 

Pasal 54 

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

d. Tempat pekerjaan; 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh; 

g. Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian 

kerja bersama, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 

rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 

pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 

 

Pasal 55 

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan 

para pihak. 

 

Pasal 56 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan atas: 
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a. Jangka waktu; atau 

b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

 

Pasal 57 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai 

perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, 

apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang 

berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

 

Pasal 58 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja. 

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi 

hukum. 

 

Pasal 59 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 

yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu: 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 

lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap. 

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 

(4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 

dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 

(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu 

tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu 
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berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh 

yang bersangkutan. 

(6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah 

melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja 

waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya 

boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Menteri. 

 

Pasal 60 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 

kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha 

dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 

 

Pasal 61 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 

a. Pekerja meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Adanya keputusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya 

hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan pewarisan, atau hibah. 

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi  

tanggungjawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 

pengadilan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris 

pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan 

pekerja/buruh. 

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

 

Pasal 62 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya 

hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 

(1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada 

pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka 

waktu perjanjian kerja. 

 

BAB X  

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN 

Paragraf 4 

Waktu Kerja 

Pasal 77 

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8(delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi 

sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 78 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 

1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
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(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri 

 

Pasal 79 

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 

selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak 

termasuk jam kerja; 

b. istirahat mingguan 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja 

dalam 1 (satu) minggu; 

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah   

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara 

terus menerus; dan 

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada 

tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 

pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus 

pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak 

berhak lagi atas istirahat tahunanannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 

selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku 

bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

 

Paragraf 5 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Pasal 86 

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. moral dan kesusilaan; dan 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama. 

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas 

kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
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(3) Perlindungan sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 87 

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kedua 

Pengupahan 

Pasal 88 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak   bagi 

kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi:  

a. upah minimum; 

b. upah kerja lembur; 

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahata kerjanya; 

f. bentuk dan cara pembayaran upah  

g. denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Pasal 89 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat 

terdiri atas: 

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
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b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada 

pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

Bupati/Walikota. 

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 90 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

 

Pasal 91 

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal 

demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 92 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, 

jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan   

kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 93 

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha 

wajib membayar upah apabila: 

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa 

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau 

keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang 

tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 

menjalankan kewajiban terhadap negara; 

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya; 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun 

halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan  

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: 

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; 

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

upah; 

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; 

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah 

sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut: 

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) 

hari; 

f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, 

dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
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g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 

(satu) hari; 

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

 

Pasal 94 

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya 

upah pokok sedikit- dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah 

pokok dan tunjangan tetap. 

 

Pasal 95 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda. 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase 

tertentu dari upah pekerja/buruh. 

(3) 3.   Pemerintah   mengatur   pengenaan   denda   kepada   pengusaha   dan/atau   

pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. 

(4) dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. 

 

Pasal 96 

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari 

hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 

sejak timbulnya hak. 

 

Pasal 97 

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan 

hidup yang layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

98, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan 

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 98 

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan 

yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem 
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pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota. 

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, 

perguruan tinggi, dan pakar. 

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, 

Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oelh Gubernur/Bupati/Walikota. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, serta tugas 

dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

Bagian Ketiga 

Kesejahteraan 

Pasal 99 

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja. 

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 100 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 

pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran 

kemampuan perusahaan. 

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan 

kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 101 

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi 

pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. 

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh    berupaya 

menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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LAMPIRAN 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

CIPTA KERJA 

 

BAB IV 

KETENAGAKERJAAN 

Bagian Kedua 

Ketenagakerjaan 

Pasal 81 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: 

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah; 

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau 

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

(2) lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan 

swasta. 

(4) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/ kota. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 
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(2) Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, 

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 

Pemerintah Pusat.                                                         

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 

memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

 

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayat (1) terdiri atas:  

a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; 

dan  

b. lembaga penempatan tenaga kerja swasta. 

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib 

memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

 

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 56 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan atas:  

a. jangka waktu; atau  

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.  

(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan 

jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.  
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(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara 

keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia. 

 

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 58 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa 

percobaan kerja.  

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum 

dan masa kerja tetap dihitung. 

 

15. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 

dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:  

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama;  

c. pekerjaan yang bersifat musiman;  

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau  

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 

yang bersifat tetap.  

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi 

perjanjian kerja waktu tidak tertentu.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, 

jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

16. Ketentuan Pasal 6l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:  

a. pekerja/buruh meninggal dunia; 
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b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  

c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;  

d. adanya putusan pengadilan danf atau putusan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; atau  

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.  

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau 

beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau 

hibah.  

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh menjadi 

tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 

pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.  

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris 

pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan 

pekerja/buruh.  

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak 

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau 

hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

 

17. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 61A 

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan 

uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.  

(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang 

bersangkutan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 77 

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
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a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.  

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau 

pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 78 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:  

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan  

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.  

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.  

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

23. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 79 

(1) Pengusaha wajib memberi:  

a. waktu istirahat; dan  

b. cuti.  

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan 

kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:  

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja 

selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak 

termasuk jam kerja; dan 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu.  
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(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan 

kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari 

kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) 

bulan secara terus menerus.  

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.  

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

24. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 88 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu 

upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  

(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  

a. upah minimum;  

b. struktur dan skala upah;  

c. upah kerja lembur;  

d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan 

tertentu; 

e. bentuk dan cara pembayaran upah;  

f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan  

g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban 

lainnya. 

 

25. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 

88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 88A 

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan 

kerja.  

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan 

yang sama nilainya.  
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(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan 

kesepakatan.  

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 

dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah 

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.  

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah 

atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan 

tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase 

tertentu dari upah pekerja/buruh. 

(7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda.  

(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda pengusaha dan/atau pekerja/buruh 

pembayaran upah. 

 

Pasal 88B 

(1) Upah ditetapkan berdasarkan:  

a. satuan waktu; dan/atau  

b. satuan hasil.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau 

satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 88C  

(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.  

(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat 

tertentu.  

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.  

(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan 

ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.  

(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

lebih tinggi dari upah minimum provinsi.  
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(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang 

statistik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 88D 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) 

dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.  

(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 88E 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) 

berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada 

perusahaan yang bersangkutan.  

(2) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 

 

26. Pasal 89 dihapus.  

 

27. Pasal 90 dihapus. 

 

28. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan 

Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 90A 

Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. 

 

Pasal 90B 

(1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) 

dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.  

(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.  
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(3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 

sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan 

data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

 

29. Pasal 91 dihapus. 

 

30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 92 

(1) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.  

(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam 

menetapkan upah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 92A 

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan 

kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

 

32. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 94 

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya 

upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok 

dan tunjangan tetap. 

 

33. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 95 

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum 

diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya.  

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan 

pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.  
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(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur 

pemegang hak jaminan kebendaan. 

 

34. Pasal 96 dihapus. 

 

35. Pasal 97 dihapus. 

 

36. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 98 

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta 

pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.  

(2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, 

serikat pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi 

keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta 

tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 


